WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR ¢ TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum dan untuk memberikan kepastian
hukum bagi  petugas / pejabat untuk melakukan
pemungutan retribusi  pengendalian menara
telekomunikasi, perlu menetapkan Perubahan Peraturan
Walikota Magelang Nomor 10 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam
lingkungan Propinsi Jawa. Timur » Jawa Tengah dan
Jawa Barat ,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ({Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2003 Nomor 4%¥, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor b6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik In donesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomeor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438j;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049j;

8 TUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5234;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2005  Nomor 140, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45923);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemernntah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nemor 82, Tambahan Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daecrah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangen Pemerintah Daerah Kota Magelang
(Lcmbaran Dacrah Kota Magelang Tahun 2008
Nomaor 2) ;




13. Peralurail Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
A008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas

Pokok Organisasi Dinas Daerah{Lembaran Daerah

Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4) ;

14, Pcraturarn Daecrah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2009 Nomor 2] ;

15. Peraturan Daerah Nomor 17 Kota Magelang Tahun
2011 tentang Retribusi JasalUmum [Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomorl?);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun
2006 tentang Pedoman Pengeclolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kal
rerakhir dengan Peraturail Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKQTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN
2012 TENTANG FERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEGELANG NOMOR 17
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan walikots Magelang NomoT 10 Tahun
20112 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturarl Ducrah Kola Magelang
Nomeor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umuim ( Berita Daerah Kota
Magelang Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab baru, vakni BAB
I A, sehingga berbunyi sehagai berikut :

BAB [IIA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENG ENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKAS!

Pasal Ga

(1) Struktur dan hesarnya retribusi per 1 (satw) lahun ditetapkan
sehesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.




(2) Apabila menara telekomunikasi belum mempunyai NJOP PBB

Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1}r maka
penetapan NJOP dihitung mengacu pada Surat Edaran Dircktur
Jenderal Pajak Nomor gE-17/PJ.6/2003, tentang Petunjuk teknis

Penilaian Bangunan Khusus.
(3) Estimasi perhitungan nilai bangunan menar :
meripakan perhitungan biaya pembuatan baru {Cost Reproduction

New/ CREN} dengan memperhatikan wilayah setcmpat.

(4) Estimasi nilai bangunan enara telekomunikasi berdasarkan biaya
pembuatan  baru {Cost Reproduction New/CRN) berdasarkan
pengelompokan tingsgl menara, schagaimana terschut dalam
Lampiran 1 A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota 1ni.

. Huruf j dalam Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi
sehagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 1l

Seraturan Walikota ini mulai berlalcu pada tanggal ditetapkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Magelang.

Difetapkan di Magelang
pada tanggal A7 Febrvari 2013

OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYOMINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 47 Feprver 2013

SEKRETARIS DAE OTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR &



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 5 TpHpr 2018
TENTANG
PERUBHHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
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BENTUK SKERD RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKDMUNI]’;{ASI

PEMERINTAH KOTA MAGELANG SKRD
DINAS PHRHUBUNGAN, KOMUNIKASE SURAT KETETAPAN RET RIBUSI DAERAH Mo. Urut
DAN INFORMATIKA r

[L. fENDERAL SUDIRM AN NO 84 TELP PENGENDALIAN MENARA {ELEKOMUNIKAS!

{0293) 362205 MAGFLANG 56112

Jama Pemilik Menara f Wajib Retribusi R —— e
alamat Lengkap Perusahaan 3 I . e
Tanggal Jatuh Tempo

arkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomar 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan

Berdas
Tshun 2012 tentang peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah

peraturan Waliketa Magelang Nomar 10
Morar 17 Tahun 2011 tentang Ratribusi Jasa Umum.
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Ma. Rek

Pengendalian Menard Telekomunikast
Tinggl Menara ;
Luas Arga

Site Area

Titik Koordinat

Lokasi

Nilai Estimasi RIOP

Nilai Retribusi

Masa Retribusl : e N .

~_[IUMLAH KETETAPAN POKOK - NN
pengan huruf; : ‘

Perhatian :
1. Harap Pemyzioran dilakukan pada bendahard khusus penerdma Dings perhubungan gomunikasi dan informatika dengan

menggunakan SKRL ( Surat Ketelapan etribusi Daeran | amu transfer ka rekening Bank Jutens FOMABT it Alas
L 1= 170 T D
2

Apabila SKRD ini tidek atau ¥urang bayar setelah |owat waktu paling lama 30 hari sejak diterima dikenakan sanksi adrninistrasi

berupa bunga scbesar 2% BEX bulan.
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KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MAGELANG

MNIP, e




LAMPIRAN I A

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : B TAKvVrl 23
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

ESTIMASI NILAI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKAST BERDASARKAN
BIAYA PEMBUATAN BARU (COST REPRODUCTION NEW/ CRN)

KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ESTIMASI NILAT BANGUNAN
MENARA

bl 3

3

sampai dengan 30 meter

Rp. 108.980.233,-

31 meter sampal dengan 50 meter

Rp. 202.626.139,-

51 m sampa dengan 70 meter

Rp. 310.641.970,-

di atas 71 meter

E;{364.2 13.236,-

Wtf SKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO
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